SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik

Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Penetapen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-
Undang Nomor "7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perrerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoriesia Nomor 5887);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Peryelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221}

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah
Daeran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 126);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomior 1956);
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11.

12.

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
183);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);
Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan  Wewenang Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Wewenang Nonperizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK

TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAIRI.




BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Dairi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Dairi.

Diras Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
vang selanjutnya disebut DPMPPTSP adalah perangkat daerah berbentuk
dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan
perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Pajek adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatken imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunaken sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,
yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama
merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan
kode administrasi perpajakan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib

Pajak atas layanan publik tertentu.
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Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada masyarakat.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan sebelum

memberikan layanan publik tertentu wajib melakukan konfirmasi status
Wajib Pajak.

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

(3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

atas:

a. Pendaftaran Penanaman Modal;

b. Izin Usaha Penanaman Modal Berbagai Sektor Usaha;

c. Izin Mendirikan Bangunan untuk fungsi usaha;

d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;

g. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

h. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

j. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

k. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;

l. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
Rekreasi;

m. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi dan Pameran;

n. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

o. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

p. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;

q. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;

r. Tanda Daftar Usaha Usaha Spa;

s. Izin Reklame;

t. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

u. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;

v. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;

w. Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah;

X. lzin Usaha Kawasan Industri;




y. Izin Perluasan Kawasan Industri;

z. lzin Lingkungan,

aa. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional:

bb. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;

cc. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
dd. Izin Lokasi;

ee. Izin Usaha Angkatan Orang dan/atau Angkutan Barang;

ff. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan
Perkotaan;

gg. Izin Penyelenggaran Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Taksi dan
Angkutan Kawasan Tertentu;

hh.Izia Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

ii. Izin Pendirian Fasilitas Kesehatan,;

jj. lzin Operasional Kesehe tan;

kk. Izin Praktik Tenaga Kesehatan.

v BABIII
TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

(1) Setiap oemohon yang mengajukan permohonan izin baru maupun
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib
melampirkan fotocopy NPWP pribadi atau perusahaan yang dimilikinya
untuk menjadi bahan proses konfirmasi status wajib pajak.

(2) Perangkat daerah yang menangani perizinan dapat memberikan
keterangan status valid atau tidak valid kepada pemohon setelah
dilakukan konfirmasi status wajib pajak.

(3) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi
ketentuan :

a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem
informasi Direktoret Jenderal Pajak;

b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua)
tahun pajak teralhir yang sudah memenuhi kewajiban Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(4) Da_am hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang
memuat status velid sebagaimana dimaksud pada ayat (3), layanan

publik tertentu pada Perargkat Daerah yang menangani perizinan dapat

diproses.




(5) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat
status tidak valid.

(6) Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang
memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib
Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan Keterangan

Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Mei 2018
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

e ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAY KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEFALA BAGIAN HUKUM,

{
I(/f/
RUDOL TAMBA,SH

PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19701022 199803 1 006




